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KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kakeipada Allah SWT, karena
hanya atas Rahmat dan Karuhlga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan
Kinerja Tahunan DinasTenaga kerja, Koperasi, UsahaKecil Menengah dan
Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2022. Laporan ini
disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu, dalam
meningkatkan kualitas pelayanan ini, dilakukan berbagai penyempurnmbadaye
sumber daya manusia yang ada serta sistem ketatalaksanaan yang berlaku yanc

diharapkandapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Materi Laporan antara lain menguraikan tentang capaian Indikator Kinerja
Utamayangtelahdicapaioleh DinasTenagaerja,Koperasi,UsahaKecilMenengah
dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan, juga termuat isu strategis yang
dihadapi berikut tindak lanjut yang dilakukan oleh Dinas Tenaga kerja, Koperasi,

Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat
menjadi media pertanggungjawaban Kkinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh
perangkat organisadbinas Tenaga kerja, Koperadysaha Kecil Menengah dan

PerindustriarKabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kandangan JanuarR025

KEPALA DINAS

Hj. SITI ERMA, S.SosM.AP
PembinaUtamaMuda
NIP.19670328L986092 001

LAPORAN KINERJBISNAKERKUKM&PKAB.HS&024



DAFTAR 1ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

BAB | PENDAHULUAN
1.1. LatarBelakang
1.2. TugasPokokdanFungsi
1.3. Isu Strategis

1.4. DasarHukum

1.5. Sistematike&Pelaporan
BAB Il PERENCANAANKINERJA
2.1. PerencanaaS8trategis
2.2. Indikator Kinerja Utama
2.3. PerjanjianKinerja
BAB Il AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. CapaiarKinerja Tahun2024

3.2. RealisasiAnggaran

Bab IV PENUTUP

LAPORAN KINERJBISNAKERKUKM&PKAB.HS&024

13

14

16

17

17

19

23

25

27

63



BAB |
PENDAHULUA N

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja (LKj) SKPD dibuat sebagai implementasi Peraturan PreNol@or
29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKII
mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, ber:
bertanggung jawab. Dalam laporan kinerja disajikan keberhasilan dan atau kegag
pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Utama &
yang ditetapkan dalam RerEKPD.

Laporan kinerja merupakan media pertanggungjawaban yang berisi inform
mengenai kinerja Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah
PerindustrianKabupatehulu Sungai Selatanyang berfungsi sebagaialat untuk mendorong
instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan secara baik dan
(Good Goverment)erdasarkan peraturan perundamglangan yang berlaku dan melaksanakat
program secara transparan serta dapat dipertanggung jawabkan rkegsdeakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan har:
semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan
pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legimate sehingga penyelengg:
pemerintlh dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil gurdgrbers
bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan der
pelaksanaan Undarignhdang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara y:
bersh dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden N
29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerbé&dum salah satu
pasal dalam undangundang tersebumenyatakanbahwaazasazasumum penyelenggaraan
negara meliputi kepastianhukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan t
azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas.
akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari teeg@enyetnggara negara harus
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan te
negara sesuai dengan ketentuan peraturan peruvndaaggan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha K
MenengaldanPerindustrianKabupatdiulu SungaiSelatamrmenyusuraporankinerja sebagai
perwujudarakuntabilitagpenyelenggaraakegiatanyangdicerminkan darpencapaiarkinerja,

realisasipencapaianndikator kinerja utamadan sasarardengan
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1.2.

target yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengal
PerindustrianKabupaten Hulu Sungai Selatan erat kaitannya dengan Tupoksi yang dim
Tupoksi ini sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 88ZD&uTentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga

Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 83 Tahun -
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas T
kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Sel:
Tugas pokok Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerin
di bidang Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata dan tugas lain yang diberikan Bapati <
perundangundangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Tenaga
kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian memptungsi

sebagai berikut :

a. Penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas
Tenaga Kerja, bidang koperasisaha Kecil Menengah dan

bidang perindustrian;

b. Perumusan kebijakan di bidang Tenaga Kerja, Koperasi Usaha
Kecil dan Perindustrian;

c. Pelaksanaan kebijakankidang Tenaga Kerja, KoperasiUsaha
Kecil dan Perindustrian;

d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan di bidang
Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil danPerindustrian;

e. Evaluasi dan pelaporankebijakan di bidang TenagaKerja,
Koperasi Usaha Kecil dan Perindustrian;

f. Pembinaanpengawasamian evaluasi pelaksanaakegiatan
Unit Pelaksana Teknis Dinas;
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g. Pelaksanaanadministrasi Tenaga KerjaKoperasiUsahaKecil
Menengah dan Perindustrian;

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Secara rinci tugas dan fungsi setiap bagian di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Us

Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut:

1. Sekretariat.

Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan koordinasi pelaksanaan tu
pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit orga
di lingkunganDinasTenagaKerja, Koperasi,UsahaKecil MenengaldanPerindustriarserta
tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Fungsi Sekre
yaitu :
a.pengkoordinasian dan konsolidasi penyusunan rencana strategis, rencana Kkerja

anggaran di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;
b.pengkoordinasian dan konsolidasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja prograr
kegiatan di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;

c. pengkoordinasian dan konsolidasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan di |
Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;

d. pengkoordinasian pelayanan perbendaharaan dan administrasi keuangan di Dinas Té
Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;

e.pengkoordinasian dan pemberian dukungan administrasi dan pelayanan umum di C
Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;

f. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepegawaian serta penataan orga
dan tata laksana di Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah
Perindustrian;

g. pengkoordinasiapengelolaampersediaamianbarangmilik daerahdi DinasTenaga Kerja,
Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;

h. pengkoordinasiapenyusunaperaturarperundangundangan;

i. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausah:
kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotok
arsip, dan dokumentasi;

j. koordinasi penyusunan laporan Kkinerja, penyelenggaraan pemerintah daerah
pelaksanaan inovasi daerah;

k. koordinaspelaksanaareformasibirokrasi;dan
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I. pelaksanaartugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuaidengantugas dan

fungsinya.

2. Bidang TenagaKerja
Bidang Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan pembinaan
dan pengendalian penyelenggaraan peningkatan kualitas tenaga
kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan Kkerja,

pembinaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

4. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan,pengembangan, pengawasan dan
pengendalian penyelenggaraan pemberdayaan koperasi dan
usaha mikro serta pemasaran dan promosi koperasi dan usaha
mikro. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro m@myai fungsi

sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaran
pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan, sumber
daya manusia, usaha, pembiayaan serta promosi koperasi
dan usaha mikro;

b.Penyusunan program pengembangan dan
pemberdayaan kelembagaan, sumber daya mamssiaa,
pembiayaan sertpromosikoperasidan usaha kecil dan
usaha mikro;

c. Koordinasi pelaksanaan pengembangan dan
pemberdayaan kelembagaan, sumber daya mamssiaa,
pembiayaan sertpromosikoperasidan usaha kecil dan
usaha mikro;

d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian
pengembangadan pemberdayaakelembagaansumber
daya manusia, usaha, pembiayaan serta prokopsrasi
dan usaha kecil dan usaha mikro;

e. Evaluasidan pelaporanprogrampengembangadan
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pemberdayaan kelembagaan, sumber daya mamssiha,
pembiayaan serta promosoperasidan usaha kecil dan

usaha mikro; dan

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan

fungsinya.

BidangKoperasiUsahaMikro terdiri dari :

1. SeksiPembinaamlan Pemberdayadfoperasi
Seksi Pembinaan dan Pemberdayan Koperasi mempunyai
tugas menyiapkan bahan dan
melaksanakan pembinaan, pengembangan,
pemberdayaardan pengawasarkoperasi. Tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (Ihempunyai rincian sebagai berikut:
a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pembinaan
dan Pengembangan Koperasi

b. Menyiapkanbahanpenyusunarpedomandan petunjuk teknis
pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, dan pengawasan
koperasi

c. Menyiapkan bahan pemberiaekomendasiperizinan kepada
koperasi;

d. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi Peraturan
Perundang undangan dan petunjuk teknis pembinaan,
pengembangan, pemberdayaan, dan pengawasan koperasi;

e. Memfasilitasi kemitraan dan jaringan kerjasama usaha koperasi
dan pemasaran/promosi produk koperasi;

f. Melaksanakan pembinaan, perlindungan, pengembangan,
pemberdayaan, dan pengawasan koperasi;

g. Melaksanakan penilaian, pemeringkatan, serta penghargaan
bagi koperasi

h. Menyiapkan bahan damelaksanakabimbingan teknis sistem
pengendalian intern (SPI) koperasi

Memberikan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan Rapat Anhggota
Tahunan (RAT) koperasi dan bantuan konsultasi melalui petugas
konsultasi koperasi lapangan;
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Memberikan bimbingan dan pembinaan kelengkapanadministrasi
dan organisasi koperasi;Memfasilitasi peningkatan kualitas
sumber daya manusia (SDM) koperasi melalui bimbingan teknis,
pendidikandanpelatihnan.penyusun database koperasi;Menyusun
Standar Operasional Prosedur (SOP) padaSeksi Pembinaan
Koperasi;danMelaksanakan tugaslain yangdiberikanoleh
Kepala Bidang Koperasi dabsahaMikro sesuai bidang

tugas.

Bidang Perindustrian

Bidang perindustrian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan,
pengembangan dan pembangunan sumber daya dan sarana
prasarana industri, pengendalian informasi dan Kkerjasama
sertapengawasan industri.
Bidangperindustriamrmempunyafungsisebagaberikut;

a. Perumusan kebijakan teknis didang informasi, kerjasama dan

pengawasan industri serta pembangupangembangan sumber

daya, sarana dan prasarana industri;

b. Penyusunan master plan, progratan kegiatan pembinaan dan
pengembangan informasi, kerjasama dan pengawasan industri
serta pembangunan, pengembangan sumber daya, sarana dan

prasarana industri;

C. Koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengembanganinformasi,
kerjasama dan pengawasan industri serta pembangunan,
pengembangan sumber daya, sarana dan prasarana industri;

d. Pembinaan dan bimbingan teknis perekayasaan, desain produk
melalui fasilitasi/pendampingan,sosialisasi,

e. menyiapkan bahan administraselengkapan perizinan
sektor industri;

f. Pengawasadanpengendaliakegiatanindustri;

g. Pembinaan dan pengendalian persaingan usaha serta
legalisasi produk;

h. Evaluasi dan pelaporan program informasi, kerjasama dan
pengawasan industri serta pembangunan, pengembangan
sumber daya, sarana dan prasarana indastta pemetaan
kawasarindustri; dan

I. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biessai
dengan bidang tugas dan fungsinya.
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5. Unit Pelaksanareknis Dinas
Pembentukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi seikarjata

unit pelaksana teknis dinas di atur dalam peratBrgrati.

6. KelompokJabatarFungsional
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas dduangsi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil
MenengaldanPerindustriarsesuaidengankeahliandan kebutuhan.
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1.3. ISUSTRATEGIS
Berpedoman isu strategi®PD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun
2024-2026, khususnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan
Bersih Serta Pelayanan Publik Berkualitas, Berbasis Pemerintahan Kabupaten
Hulu Sungai Selatan, terlihat belum sedemikiptimal. Hal ini terbukti dari
koordinasilintas kategorialserta akuntabilitas aparatur perangkat daerah yang
masih perlu ditingkatkan. Mengingat besarmgfmasi dan atensi baik dari

pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
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Keberhasilan program pimpinan perangkat daerah dan pembangunan
perangkat daerah pada level teknis sangat bergantung pada kinerja aparatur dan
kualitas penyelenggaraan perangkat daerah tersebut. Oleh karena itu,
perwujudan tata pemerintahan yang baik samgatu untuk ditingkatkan.
Dimana berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Dinas Tenaga
kerja, Koperasi,UsahaKecil Menengahdan PerindustriarKabupaten Hulu
Sungai Selatan yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode
sebelumnya serfgeluang dan tantangan yang dihadapi, maka dirumuskian
isu strategisDinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan
Perindustrian pada 5 (lima) tahun kedepan, yaitu sebagai berikut
1. Masih kurangnyapenyeraparangkatankerja oleh lapangankerjayang
tersedia di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2. Masih perlu ditingkatkankualitas industri kecil yang bergerakdi sektor
industri pengolahan serta memiliki sertifikat mutu.

3. Masih perlu ditingkatkan pendapatanperkapita masyarakat melalui

usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil.

1.4. DASAR HUKUM
Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tewmaga

Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai

Selatan adalah :

1. UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undangundang Nomof7 Tahun 2003entangKkeuangarNegara;

3. Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

4. Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Utuhalagmg
Nomor 12 Tahun 2008;

5. UndangundangNomor 33 Tahun2004 tentangPerimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Undangundang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (20R825);
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17.

18.

19.

20.

21.
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UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang
UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahanDaerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Prodamsi,
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerabh;
PeraturaiPemerintaiNomor 18 Tahun2016tentangPerangkabDaerah;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah NasionalPQD5

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Sistematika Penyusunan Rencana Strategis SKPD;

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Paian
tentangRencana@PembangunadangkaPanjangDaerah Kabupaten Hulu
Sungai Selatan Tahun 20@9525;

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 PaQAGn
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Tahun 202018;

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Paién
tentang Pembentukardan SusunanPerangkatDaerah Kabupaten Hulu
Sungai Selatan;

Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 68 TaBQh5 tentang
Perubahan Sasaran dan Indikator Kinerja Pemerintah Rencana
Pembangunan Jangka Menengah DaerBPDfy Tahun 2014018
Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 35 TaBQh6 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 83 Tahun 2020 Tentang
Kedudukan,SusunanOrganisasi,Tugasdan Fungsi, serta
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Tata Kerja Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan
Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

1.5. SISTEMATIKA LAPORAN
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas

Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan PerindustrianKabupaten

Huu Sungai Selatamahun 2022 adalah :

BAB | PENDAHULUAN
Meliputi Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi, Isu Strategis
yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistem&i&aporan.

BAB I PERENCANAAN KINERJA
Meliputi Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan

Perjanjian Kinerja

BAB Il AKUNTABILITAS KINERJA
Meliputi CapaianKinerja Tahun2022 dan RealisasiAnggaran
BAB IV PENUTUP
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52

BAB Il

PERENCANAAN KINERJA TAHUN ANGGARAN
2024

PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan Strategis Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil
Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah
merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematisedagianjutan
serta merupakan penjabaran tujuan dan sasdean Dinas Tenaga kerja,
Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan PerindustrianKabupaten $tulgai
Selatanyangterintegrasdengan Rencan®embanguna Daerah Kabupaten
Hulu Sungai SelatarRPD 2024-2026.

RencandtrategigRevisi) DinasTenagekerja, Koperasi,Usaha Kecil
Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang ditetapkan
untuk jangka waktB (tiga) tahun dari tahun Z2-2026 Penetapan jangka
waktu tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjaviikiaapati Hulu
Sungai Selatan terkait dengan penetapan/kebijakan Rencana Strategis
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada masa jabatannya, dengan
demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi
akuntabel.

Penyusunan Rencana Strategis (Revisi) Dinas Tenaga Kkerja,
Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai
Selatan telah melalui tahaptahapan hasil rumusan bersama seluruh
komponen/unit kerja Dinas Tenaga kerja, Koperasi, UsahiiMenengah dan
Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai SelaB@#lanjutnya, Renstra (Revisi)
Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
Kabupaten Hulu Sungai Selatan akijabarkan ke dalam Rencana Kerja yang
merupakan dokumen karjSKPD yang memuat program dan kegiatan serta

target dan indikator yarfgendak dicapai untuk periode 1 (satu) tahun .

a. Tujuan, Sasarandan Indikator Kinerja Sasaran.
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan

didasarkan pada Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran.
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Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh
Instansi Pemerintah dalam perumusan yang lebih spesifik dan terukur
dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Hubungan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran dapat dilihat

sebagaimana Tabel 2.1 berikut :

TABEL 2.1

TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN
DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KAB. HSS

; Indikator Kinerja
No. Tujuan Sasaran

Sasaran
1 2 3 4
Menurunnya Meningkatnya Tingkat Kesempatan Kerja
Tingkat Perluasan (TKK)
Pengangguran Kesempatan Kerja
Terbuka

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA
Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalampenerapan tat

pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya
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Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah dan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 aegt Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari satu
tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Upaya untuk meningkatkan
akuntabilitas, maka dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama,
dengan memperhatikan capaian kinerja, permbaaalalan istisu strategis
yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.
Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga
kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustkiabhupaten Hulu

Sungai Selatan tah@024adalah sebagai berikut :

TABEL 2.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI,USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
KAB. HULU SUNGAI SELATAN

NO. KINERJA UTAMA/ INDIKATOR PENJELASAN/ FORM SUMBER
OUTCOME KINERJA PERHITUNGAN DATA
ITUJUAN/ UTAMA
SASARAN

1. Meningkatnya Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja Inspektorat
Akuntabilitas Kinerja AKIP InstansiPemerintah adalah pgerah
Perangkat Daerah perwujudarkewajiban

suatu instansi pemerintah
untuk

mempertanggungjawabkat
keberhasilan dan kegagald
pelaksanaan misi organisg
dalammencapai sasaran
dan tujuan yang

telah ditetapkan melalui
sistem
pertanggungjawabkan
secara periodik

2. Meningkatnya Tingkat Persentase angkatan kerjg Badan Pusat

Perluasan Kesempatan | Kesempatan yangbekerja dari pendudul statistik
usia kerjgpada tahun

Kerja Kerja tertentu, angka ini

diperoleh dari data BPS

yangdirilis tiap tahun

dengan istilafingkat

Partisipasi Angkata Kerja

3. Meningkatnya Persentase Sikap dan kondisi usaha | Bidang
Wirausaha Baru yang Wirausaha geng'arsem}?ngattua t Koperasi dan
- erwirausaha untuttapa :
Mandiri '\Bﬂzrr?d)_/?ng memenuhi kebutuhan dan Usaha Mikro
iri
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mengandalkan kemampua
sendiri

4, Meningkatnya
Penjualan Usaha
Mikro

Persentase
Peningkatan
Volume
Omset Usaha

Setiap pelaku usaha tentu
ingin

omset penjualan dan
bisnisnya

selalu meningkat. Agar
semakin

maju dan keuntungan
berlipat,

diperlakukan strategi
khusus

sebagai cara meningkatka
penjualan. Dengan adanysa
peningkatan penjualan
maka

omset akan naik,
keuntungan

semakin berlipat, usaha
atau

Perusahaan semakin
berkembang

Bidang
Koperasi dan
Usaha Mikro

5. Berkembangnya
Produk Usaha Mikro

Persentase
Peningkatan
Usaha Mikro
yang Naik
Kelas

UMKM naik kelas
mengacu pada

prosses Dimana sebuah
usaha

berusaha meningkatkan
kualitas

produk atau layanan,
kenaikan

omset dan asset UMKM,
bertambahnya tenaga kerjj

Bidang
Koperasi dan
Usaha Mikro

6. Terlaksananya
Pengawasan Koperasi,
Pendidikan dan
Pelatihan
Perkoperasian

Persentase
Pengawasan
Pendidikan
dan Pelatihan
Perkoperasian

Pengawasan Koperasi
adalah

dengan melaksanakan
pemeriksaan Kesehatan
koperasi,

dengan menggunakan
kertas

kerja pemeriksaaan
koperasi yang

diatur dalam peraturan
Menteri

Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Republik
Indonesia

Tentang nomor 9 Tahun
2020

Pengawasan Koperasi
untuk

Pendidikan dan pelatihan
perkoperasian untuk
meningkatkan pengetahug
SDM

Koperasi yang memadai
secara

implisit akan memberikan
dukungan yang besar bagi

Bidang
Perindustrian
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7. Berkembangnya

Produk Industri Kecil

Persentase
Peningkatan
Industri Kecil
Naik Kelas

ndustri Kecil naik kelas
mengacu

pada proses di mana sebu
usaha berusaha
meningkatkan

kualitas produk atau
layanan,

kenaikan omset dan aset
Industri

Kecil, bertambahnya tenag
kerja
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TABEL ISIAN TARGET DAN CAPAIAN RENSTRA

TABEL 2.3

KAB. HSS TAHUN 2024-2026

11

NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATO
RTUJUAN
/
SASARAN

SATUAN

Meningkatkan
pertumbuhan
ekonomi yang
berkualitadan
inklusif yang
berdampak
terhada@mngka
kemiskinan

Meningkatnya
Penyerapan
Angkatan
Kerja

Persentase
Penyerapan
Angkatan
Kerja(angkatan
kerjayang
bekerja)

Persen

70,66%

69,66%

TARGET DAN REALISASI KINERJA
TUJUAN/SASARAN TAHUN KE

74,15%

73,15%

68,56%

67,56%

Persentase
\Wirausahdoaru
yang mandiri

Persen

0,030%

0,030%

0,047%

0,047%

0,075%

0,075%

Persentase
pertumbuhan
industri
pengolahan

Persen

8,01%

8,01%

7,86%

7,86%

8,07%

8,07%

Persentase
peningkatan
kualitasproduk
industri
pengolahan

Persen

4,75%

4,74%

Persen
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INDIKATO TARGET DAN REALISASI KINERJA TUJUAN/SASARAN
NO TUJUAN SASARAN RTUJUAN SATUAN TAHUN KE
/
SASARAN
TARGE |REALISASI
T

Persentase 2,35% 6,78% 16,04% 18,52%
KoperasiSehat
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2.3. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja pegawai aparatur sipil negdf5N) dalam suatu
organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi diharapkan dapat
mengarah pada manajerial yang memiliki efek ke bawap-down dan ke
samping Korizontaldiagona) dalam organisasi tersebut. Dengan begitu,
penandatanganan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi
yang kurang rapi dan meminimalisir intervengiervensi dari pihak yang tidak
bertanggungjawab.

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata
cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENRAN3 Tahun
2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan
dari Bupati sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD spbagama
amanahuntuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator
kinerja.

Kinerja yang disepakatitidak dibatasipadakinerja yang dihasilkan
atas kegiatan tahun bersangkutantetapi termasukkinerja (outcom¢ yang
seharusnya terwujud akibat kegiatan talalmun sebelumnya. Dengan
demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakwpcomeyang
dihasilkan dari kegiatan tahdaahun sebelumnya, sehingga terwujud
kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan dibuatnya Perjanjian Kinerja

adalah sebagai berikut :

a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan Ked&D untuk
meningkatkarnntegritas,akuntabilitas transparansigan kinerjaaparatur;

b. Menciptakantolok ukur kinerja sebagaidasarevaluasikinerja aparatur;

c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
(reward and punishment

d. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan
supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan SKPD;

e. Sebagadasamdalampenetapamsasararkinerjapegawai

Perjanjian Kinerja yang dilakukan antara Bupati HB8ungai Selatandan
Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian

Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat sebagaitabeblberikut:
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TABEL 2.4
PERJANJIANKINERJA TAHUN 2024
DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH DANPERINDUSTRIAN KAB. HSS

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
NO STRATEGIS SASARAN SATUAN TAHUNA
N
1. Meningkatnya Tingkat Kesempatan Kerja Persen 97,90%
Perluasan Kesempatg (TKK)
Kerja
2. Persentase Wirausaha BarlPersen 0,11%
Meningkatnya yang Mandiri
Penjualan Usaha
Mikro
3. Meningkatnya Persentase Peningkatan Persen 11,76%
Penjualan Usaha Volume Omset Usaha
Mikro
4 Berkembangnya Persentase Peningkatan Persen 0,52%
Produk Usaha Usaha Mikro yang Naik
Mikro Kelas
o Meningkakan Jumlah UMKM yang Orang 146 orang
Jumlah Pelaku terdaftar e Katalog
Usaha/UMKM
yang Terdaftar di
Katalog
6. Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif Buah 40 buakh
Jumlah Koperasi
Aktif
7. Berkembangnya Persentase peningkatan Persen 0,65%
Produk Industri Industri Kecil Naik Kelas
Kecil
8. Meningkakan Jumlah Industri Kecil di E Orang 146 orang
Jumlah Produk katalog
Industri Kecil di E
Katalog
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan,
badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau
kegagalardalammelaksanakamisi organisaskepadapihak-pihak yang berwenang
menerimapelaporanakuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Ten&gaja, Koperasi,

Usaha Kecil Menengahdan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan selaku
pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui
penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tea&gerja, Koperasi, Usaha Kecil
Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Seldag dibuat sesuai
ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden I28niahur2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan tersebut
memberikangambaran penilaian tingkadtecapaiantarget masingnasing indikator
sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra T&a026 maupun
Rencana Kerja TahuR024 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja
digunakan untki menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan program, sasaran dan tujuan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil

Menengah dan Perindustrian Kabupaten Hulu SuBgkatan.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan
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TataCaraReviu atasLaporanKinerja InstansiPemerintahCapaianndikator kinerja

utama (IKU) diperolehberdasarkarpengukuranatasindikator kinerjanya masing

masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran ata:
indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukurana
pencapaian sasaratrategidilakukan dengan membuat capaian-rata atas capaian

indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran
ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase Predikat Kode Warna
< 100% Tidak Tercapai
= 100% Tercapai/Sesuairarget

Melebihi Target

> 100%

Sedangkan predikatapaiankinerja untuk realisasicapaiankinerja yangtidak

tercapai (<L00%)dengarpendekataermendagmomor 54Tahun 2010, sebagai berikut

Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Tenaga Kerja, Koperasi,
UsahaKecil Menengahdan Perindustrian Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Tahun2024

No | Kategori/Interpretasi Rata-Rata % N
Capaian Warna

1 |SangaBaik > 90

2 |Baik 75.001 89.99

3 | Cukup 65.001 74.99

4 |Kurang 50.001 64.99

5 |Sangatkurang 071 49.99

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan anadissapaian
kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai-sebalb

tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah

dan Perindustrian Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat memberikan
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gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari mamsismg kelompok
indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari
masingmasing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra
2024 7 2026 maupun Rencana Kerja Tahut024 Sesuaiketentuan tersebut,
pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan program, sasdeantujuan yang telatlitetapkan.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2024

BerdasarkarRPD KabupatenHulu SungaiSelatanpadaMisi 2 Yaitu
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang
berdampak terhadap angka kemiskinan dengan Meningkatnya Penyerapan
Angkatan Kerja dan Meningkatnya Intensifikasi industri Pengolahan di et
dari data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan data PDRB industri pengolahan
Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Per

Tahun :

Untuk tingkat partisipasiangkatankerja dapatdicapai berkat beberapa
usaha yang terus dilakukan Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah
dan Perindustrian dan Instansi terkait lainnya seperti DRetanian, Dinas
Perikanan serta Instansi terkait lainnyaaib. Hulu Sungai Selatan.

Pengukuran Capaian Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan
antara target pencapaian setiap indikator sasaran tetaly ditetapkan dalam

perjanjian kinerja dengan realisasi.

Berikut disampaikan analisis terhadap tujuan dan sasaran strategis serta
indikator kinerja sasaran bas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah

dan Perindustrian tahi@®©24sebagai berikut:

TUJUAN 1 | MENURUNNYA TINGKAT PENGANGGURAN
TERBUKA

Dinas Tenaga kerja, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkontribusi pada capaian RPJMD yaitu pada
Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka.
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Tabel 3.1
Capaian Tujuan Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka
Indikator Tujuan Target 2024 Realisasi 2024 % Capaian
Tingkat Pengangguran 2,10 2,11 100,48
Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentashupengangguran terhadap jumlah
angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau
punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2024
ditargetkan sebesar 2,1%, sementara realisasi yang dicapai adalah 2,11%. Dengan capaian 100,47%.
Berdasarkan kategori penil aian cap &) Hal inimas uk
menunjukkan bahwa upaya pengendalian pengangguran di Kabupatemuhkigdi Selatan berjalan
sangat efektif, dengan realisasi yang hampir mencapai target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data BPS Kab.HSS Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten HSS
sebesar 2.11%. Hal ini menunjukkan tingkat pengangguran yang sangat rendah. Angka ini lebih
rendah dibandingkan dengan redita Provinsi Kalsel yang mencapai 4.2%, danngatiendah
dibanding Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kalsel.

Gambar 2 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab/Kota Prov.
Kalimantan Selatan 2024

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)

4.74 4.74
&
1.
2020 2021 2022 2023 2024

®KALSEL ®HSS

Sektor pertanian dan Perkebunan menyerap tenaga kerja terbanyak di Kab.HSS, setelah
sektor jasa (Data Sakernas 2023). Hal ini sesuai dengan kondisi wilayah HSS yang merupakan
daerah agraris. Secara keseluruhan, HSS menunjukkan kemampuan dalam menciptakan
lapangan kerja yang lebih baik bagi warganya dibandingkan dengan beberapa wilayah lain di
Kalsel.
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TABEL 3.1
SASARAN STRATEGIS
DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KAB. HSS

SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIA
STRATEGIS RINERIA N
SASARAN
1. Meningkatnya 97,900 97,8%0 100%
Perluasan Tingkat
kesempatan kerj| Kesempatan
Kerja(TKK)
Meningkatnya Persentase 0.11% 011% 100%
wirausaha baru ya
mandiri
2. Wirausahéebaru

yangmandiri

3. Meningkatnya Persentase 11,76% 11,76% 100%
Penjualan Usal Meningkatnya
Mikro Volume Omse€
Usaha
4. Berkembangnya | persentase [0,52% 0,52% 100%

ProdukUsaha Mikr( Peningkatan
Usaha Mikr(
yang Naik Kelg

Jumlah UMKM146 orang 146 orang 100%
yang terdaftar -
Katalog
0.
Meningkatnya
Jumlah Pelak
Usaha/UMKM yan
terdaftar di Katalog
Jumlah Koperasi Aktil40 buah 40 buah 100%
6.

Meningkatnya
Jumlah Koperasi
Aktif

LAPORAN KINERJBISNAKERKUKM&PKAB.HSS024



Berkembangnya [Persentase 0,65% 0,65% 100%
Produk Industri  |Peningkatan
Kecil Industri Kecil
Naik Kelas
Meningkatkan Jumlah Industri (146 orang (146 orang [100%

Jumlah Produk
Industri Kecil e
katalog

Kecil e-katalog

23

Dari tabel diatas dapat disimpulkan radda capaian kinerja kepala Dinas

Tenaga Kerja, Koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian 26B4dn

100% dengankategori sangat baik.

Berikut disampaikan analisis atas pengukuran secara mandiri (self

assessment)asil pengukuransecaramandiri terhadap4 (empat)tujuan dan3
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(Tiga) sasaran strategis serta 6 (enam) indikatmrja sasaran. Dari @nam)

Indikator Kinerja Sasaranterdapat4 (empat) sasaranyang pencapaiannya

=100%

Ulasan pencapaiantujuan, sasaranstrategisdan indikator kinerja

sasaran tahuPO24adalah sebagai berikut :

Untuk mengukur capaian sasaran 1 diukur dengan indikator sebagaimana

tabel dibawah ini yaitu

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISAS| | CAPAIA
SASARAN 2024 N
Tingkat Kesempatan Kerja 97,90% 97,890 99,98
(TKK)

Rataratauntukcapaiarsasararl adalal99,98% dengarkategorikinerjasangatinggi.
Dibandingkan dengan capaian beberapa tahun sebelumnya lebih tinggi
Capaianndikatorkinerjasasaramlapat dilihapadagrafik dibawahini:

Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat adanya penurunan indikator persentase penyerap:
angkatarkerja(angkatarkerjayangbekerja)sebesa®,66% padatahun2024dari pencapaian
tahun 202 . Hal ini dikarenakan

Beberapgrogramdan kegiatayang mendukung pencapaisasaramdikator Persentase
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penyerapa@ngkatarkerjayaitu:
1. PELATIHAN MENGEMUDI
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Ke
Berdasarkan klaster kompetensi

Pelatihan Mengemudi dengan
peserta 20 orang di seluruh
kecamatan yang ada di Kabupaten
Hulu Sungai Selatan anggaran
sebesar Rp64.806.750 ,-.

Kegiatan ini dilaksanakan selama
10 (sepuluh) hari pada Tanggal
25 1li s/d 3 Agustus 2024

e, / Z bertempat di LPK Al Falah yang
TR : : beralamat JI. Al. Falah Seberang
Mesjid Raudah Kandangan Kab.
HSS. Untuk Pelatihan diadakan
seleksi tertulis dan wawancara
dimana untuk info di share di
sosmed IG Disnaker Kab.HSS dan
Infoloker Kab HSS dan terbuka
untuk masyarakat umum. Untuk
Tes tertulis dan wawancara
bertempat di Kantor
DisnakerKUKM&P . Dan ada 1
(satu) orang peserta Disabilitas
Fisik

Tujuan dari pelatihan ini antara
lain adalah memberikan keahlian
dan keterampilan kepada pencari
kerja bagaimana pengemud]
tentang praktik terbaik dan
mencegah kecelakaan dar
kesalahan saat mengemudi
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1. PELATIHAN TATA BOGA

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Ke
Berdasarkan klaster kompetensi

Pelatihan Tata Boga dengat
peserta 20 orang di seluruh
kecamatan yang ada di
Kabupaten Hulu Sungai
Selatan anggaran sebesar
Rp.73.767.500,-.

E> Kegiatan ini dilaksanakan
selama 4 (empat ) hari
pada Tanggal 15 Oktober
s/d 18 Oktober 2024
bertempat di LPK Marlina
dari Banjarbaru yang
dilaksanakan dl SKB
beralamat Jl Baluti Desa
Tibung Raya Kandangan
Kab. HSS

Untuk Pelatihan diadakan
seleksi tertulis dan
wawancara dimana untuk
info di share di sosmed IG
Disnaker Kab.HSS dan
Infoloker Kab HSS dan
terbuka untuk masyarakat
umum. Untuk Tes tertulis
dan wawancara
bertempat di Kantor
DisnakerKUKM&P .Ada 2
(Dua) orang pesertadari
penyandang disabilitas
yaitu Disabilitas Rungudan
Disabilitas Grahita

Tujuan pelatihan adalah
Mencetak tenaga kerja
mandiri yang dapat
mendptakan lapangan
kerja bagi dirinya sendiri
dan orang lain (wirausaha).
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1. PELATIHAN OPERATOR ALAT BERAT

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari
Kerja Berdasarkan klaster kompetensi

Pelatihan operator alat
berat dengan peserta 20
orang di ambil dari 17
(tujuh belas ) desa yang ade
kecamatan Padang Batung
yang ada di Kabupaten
Hulu Sungai Selatan
anggaran sebesar Rp.
85.265.450 ,- (Delapan
puluh lima juta dua ratus
enam puluh lima ribu
empat ratus lima puluh
Rupiah)..

Kegiatan ini dilaksanakan
selama 10 (sepuluh) hari
pada Tanggal 5 November
s/d 14 November 2024
bertempat di DesaTawia
Kecamatan Angkinang
dengan Instruktiur dari
Poliban Banjarmasin
Untuk Pelatihan diadakan
seleksi tertulis dan
wawancara di Kantor
Camat Padang Batung
Kab.HSS

Tujuan pelatihan adalah
Memberikan pengetahuan
dan keterampilan secara
terpadu bagi pencari kerja
dalam menangani dan
meoperasikan alat berat
dengan baik dan benar,
agar terciptanya efektiivtas
dan efisiensi produktivas
dan keselamatan kerja yang
meningkat

LAPORAN KINERJBISNAKERKUKM&PKAB.HSS024



28

PELATIHAN MENJAHIT

Pelatihan Menjahit dengan
peserta ... orang di seluruh
kecamatan yang ada di
Kabupaten Hulu Sungai
Selatan anggaran sebesar
|:> Rp 50.000.000; (Lima
Puluh Juta Rupiah).
Kegiatan ini dilaksanakan
selama3 hari pada Tanggal
19-21 Mei 2024 bertempat
Ponpes Ibnu Masud Putri.
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1. PELAYANAN PEMBUATAN/ PENERBITAN KARTU AK/SIAP KERJA

Program Penempatan Tenaga Kerja

Sub Kegiatan PelayanaAntar kerja

LAPORAN KINERJBISNAKERKUKM&PKAB.HSS024

Pelayanan pembuatan/
penerbitan kartu AK-1 di
MPP (Mall Pelayana
Publik)yang beralamat di
Pasar Los Batu Kandangan
Peningkatan layanan
penempatan tenaga kerja
secara offline di MPP
melalui aplikasi Siap Kerja
dengan anggaran sebesar
Rp.51.999.950; (Lima
puluh satu juta sembila
ratus Sembilan puluh
Sembilan ribu sembilan
ratus lima puluh rupiah )
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2. PEMAGANGAN

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Sub kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan sektor Swasta Untuk Penyedia
Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja

Pemagangan dilaksanakan d
Perusahaan Tambang PT. BSS (Bi
Sarana Sukses) yang ada [
Kecamatan Sungai Raya, PT. SA
(Surya Agro Makmur) Kecamamtan
Daha Selatan , PT.SLS (Sur
Langgang Sejahtera) Kecamatal
Kalumpang di bidang Sawit serta d
DisnakerKUKM&P Kab Hulu Sunga
Selatan .Untuk peserta meliputi
kecamatan yang ada di Kabupate
Hulu  Sungai  Selatan. Untul
Pemagangan diadakan selek
tertulis dan wawancara dimana
untuk info pemagangan di share d
sosmed IG Disnaker Kab.HSS da
Infoloker Kab HSS. Tes Wawancar
langsung di  perusahaan yang
ditempatkn  bertempat di Kantor
DisnakerKUKM&P  Untuk pesertq
yang mengikuti pemagangan
sebanyak 20 ( dua puluh) Orang
terdiri 10 (sepuluh) orang untuk
PT.BSS. Untuk PT SAM 3 (tiga) oran
PT SLS 6 (enam) Oray dan 1 satu )
orang DisnakerKUKM&P. Dimana ad
3 (tiga ) orang Peserta Disabilitag
untuk 2(dua) di PT.BSS Tuna Rung
dan Grahita satunya Disabilitas Fisik
DisnakerKUKM&P untuk anggarar
sebesar Rp50.991.300,- (Lima puluh
juta sembilan ratus sembilan puiuh
satu tiga ratus rupiah). . Kegiatan ini
dilaksanakan3(tiga) bulan dari Bulan
Juli sampai September tahun 2024

Pemagangann bertujuan untuk :

1. Implementasi ilmu ke pekerjaan

2. Mempelajari berbagai soft skill
dan hard skill

3. Meningkatkan wawasan dan
kompentensi pencari kerja

4. Mengurangi angka penganggurar]
terbuka

Rencana Tindak Lanjut (action Plan) untukningkatkarTingkat Kesempatan
Kerja(TKK) :

1. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan sebagai payung huku
pelaksanaan urusan wajib ketenagakerjaan di Kab. Hulu Sungai Selatan yang bertujuan
memberdayakan tenaga kerja daerah agar menjadi tenaga kerja yang kompetkiif, gacherdaya
saing sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar kerja.

2. Kick Off dan pembukaan semua pelatihan, pemagangan, bintek, workshop dan fasilitasi bagi tenag
LAPORAN KINERJBISNAKERKRUKM&PKAB.HS 024
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kerja, koperasi dan UKM serta pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) yang bertujuan memperluas

lapangan kerja, mencetak wirausaha baru dan mengembangkan pengusaha yang adam

3. Giat Posko THR Keagamaan, Peringatan Hari Buruh dan Penandatangan MoU pemenuhan jaminal
social bagi pekerja di Kab. Hulu Sungai Selatan untuk meningkatkan layanan dan fasilitasi dalam
Upaya pelindungan hakak pekerja/buruh

4. Fasilitasi aplikasi SIAP KERJA berupa bimbingan dan pembuatan akun SIAP KERJA untuk pencari
kerja terdaftar saat proses pembuatan kartu AK | untuk perluasan informasi ketenagakerjaan

5. Giat layanan ketenagakerjaan inklusif melalui pembinaan dan fasilitasi kepada warga miskin ekstrin
dan penyandang disabilitas untuk mengikuti pelatihan tenaga kerja mandiri dan pemagangan di

Perusahaan.

Capaiarnindikatorkinerja sasaradapat dilihapada tabetlan grafikdibawabhini:

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIA
SASARAN 2024 2024 N
Persentas@/irausahdaru 0,11% 100%
yang mandiri 0,11%

Daritabeldiatasdapatilihat adacapaian sebes@rll perserpadatahun2024 hal ini dikarenakan ada
kegiatan untuk mendukung program pengentasan kemiskinan ekstrim dan banyaknya permintaan
pelaku usaha untuk mengikpelatihan.

Kegiatanyangmendukungencapaiamdikatorkinerjasasaramliatasyaitu :

1. Pelatihan Kerajinan Tangan
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2. Pelatihan Mencukur
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3. Pelatihan Pengemasan

ENGEMASA

(A KOPERASI, USAHA RECIL MENENGAL
BAN PERINCUS
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4. Pelatihan Pengolahan Bahan Makanan

Basl. sk (RKECILIMENENGA {DAN PERINDUST IAN
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' FOLAHAN BAHAN MAKANAN |

37



38

2

Capaianndikatorkinerja sasaradapat dilihapada tabetian grafikdibawahini:

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIA
SASARAN 2024 2024 N
Persentaskleningkatnya 11.76% 11,76% 100%
Volume Omset Usaha » 1070

Dari tabeldiatasdapatdilihat adacapaian sebesad,76 %padatahun2024, hal ini dikarenakan
ada kegiatan untuk mendukung program pengentasan kemiskinan ekstrim dan banyaknya

permintaan pelaku usaha untuk mengiketatinan.
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